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ABSTRAK
Nama : Ambo Laba
Nim : 10500111012
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Berdasarkan  Kode Etik  DPRD  (Studi Kasus Anggota DPRD
Kota Makasar).
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi dari pelaksanaan
BK tentang kode etik, dan bagaimana wujud penyelesaian pelanggaran kode etik
di DPRD kota Makassar? Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan
wewenang BK DPRD berdasarkan kode etik DPRD dan mengetahui wujud
penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD kota Makassar
Jenis penelitian adalah kualitatif atau penelitian lapangan yakni data
berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara dengan
informan mengenai keterangan atau informasi yang valid sesuai dengan
permasalahan pelaksanaan wewenang BK DPRD berdasarkan kode etik DPRD
dan menggunakan tipe penelitian yang bersifat faktual, dan akurat mengenai
fakta-fakta terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BK DPRD dalam menjaga
martabat dan kehormatan anggota DPRD kota Makassar dan menerapkan sanksi
terhadap anggota-anggota DPRD kota Makassar yang melanggar kode etik.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa realisasi dari pelaksanaan
wewenang BK dalam menegakkan kode etik berdasarkan keputusan DPRD kota
Makassar nomor:19/DPRD/XII/2014 tentang peraturan tata tertib DPRD kota
Makassar sudah berjalan sesuai peraturan tata tertib DPRD kota Makassar dan
wujud penyelesaian pelanggaran kode etik dibuktikan dengan kesanggupan BK
DPRD kota Makassar memberikan pertanggungjawaban dengan baik dan
menjalankan mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran dan kode etik DPRD
kota Makassar berdasarkan pada keputusan DPRD nomor:19/DPRD/XII/2014
tentang peraturan tata tertib DPRD kota Makassar.
Implikasi dari penelitian ini yaitu BK DPRD kota Makassar agar tetap
lebih disiplin dalam merealisasikan pelaksanaan wewenang BK dalam
menegakkan kode etik, anggota DPRD dan BK beserta alat kelengkapan DPRD
kota Makassar agar selalu taat pada aturaan yang berlaku di DPRD kota
Makassar, mengadakan penyuluhan, pembinaan, dialog atau seminar tentang
kinerja DPRD kota Makassar kepada masyarakat secara berkesinambungan,
sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam mendukung kinerja DPRD.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom
berdasarkan asas desentralisasi. Unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah
otonom yang lain disebut juga badan eksekutif daerah. Sementara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebut badan legislatif daerah. Kedua unsur
penyelenggara pemerintahan daerah ini merupakan mitra kerja yang selalu
berhubungan dalam melaksanakan berbagai bidang-bidang pemerintahan.
Di Indonesia DPRD adalah salah satu institusi yang menunjukkan
pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dengan DPRD
memegang peranan penting dalam sistem demokrasi tersebut sangat erat kaitannya
dengan kebijakan otonomi daerah. Di mana otonomi daerah menempatkan DPRD
sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam
menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam
kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya
dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna
demokrasi itu sendiri. Untuk itu, harapan ke arah yang lebih baik terhadap
pelaksanaan fungsi DPRD kemudian diwujudkan dengan diberlakukannya
2Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
menempatkan DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah.
Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi
legislasi di daerah diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya
Undang-Undang tersebut.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu
unsur pemerintahan daerah yang keanggotaannya mencerminkan atau
memrepresentasikan kondisi perwakilan rakyat daerah. Sebagai wakil rakyat di
daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tanggungjawab
yang besar dalam mengemban aspirasi rakyat yang diwakilinya melalui berbagai
fungsi yang dimilikinya yaitu fungsi perundang-undangan (legislasi), budgeter
dan pengawasan dan dengan segala wewenang yang dimiliki dijamin oleh
undang-undang.
Secara lebih terperinci lagi DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk
mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama
dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil
kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD
propinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD
kota.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.
38. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.1
Dengan segala hak dan kewenangan yang melekat pada setiap anggota
DPRD tersebut memberi isyarat bahwa anggota DPRD dalam tananan berbangsa
dan bernegara bukan lagi masyarakat biasa. Mereka adalah wakil rakyat,
pemimpin, pengayom, pembimbing yang telah memiliki mandat dari rakyat. Oleh
karena itu, anggota DPRD sebagai pemegang mandat rakyat, mengharuskan
semua wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya senantiasa
amanah, baik dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah, begitu
pula amanah dalam menyampaikan kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Selain
itu, DPR/DPRD sebagai badan legislatif yang memiliki wewenang sebagai
pembuat aturan dituntut membuat peraturan perudang-undangan dengan dasar dan
asas keadilan. Hal tersebut secara tersirat dijelaskan dalam QS al-Nisa/4 :58.
                   
             
Terjemahnya
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
1Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosof Sejarah Perkembangan dan Problematika
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 162.
4memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah maha mendengar lagi maha melihat.2
Ayat di atas adalah merupakan salah satu landasan yang harus
diperhatikan dalam menjalankan roda dan sistem pemerintahan, dimana
pemerintah sebagai pemimpin dan anggota dewan sebagai perwakilan rakyat yang
diberikan amanat oleh rakyat, dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.
Selain itu, ayat tersebut menjadi dasar dan acuan bagi anggota dewan
(DPR/DPRD) sebagai pembuat aturan atau perundang-undangan yang akan
diberlakukan dalam masyarakat, agar membuat aturan yang memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya (kemaslahatan) kepada masyarakat bukan untuk
menguntungkan pihak-pihak tertentu. Artinya anggota DPRD sebagai perwakilan
rakyat berkewajiban untuk mengedepankan kepentingan rakyat, bukan untuk
kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan tertentu.
Sejatinya, segala sesuatu yang terjadi dan dirasakan masyarakat daerah
harus diutamakan oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat. Namun kenyataan
sekarang apa yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya diwujukan oleh
DPRD, seperti; pengawasan yang masih lemah mengakibatkan tidak berjalannya
fungsi maupun kewajiban sebagai seorang wakil rakyat yang seharusnya dipikul
dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para anggota legislatif. Hal
ini terlihat dengan adanya berbagai pelanggaran yang menimpa para anggota
legislatif periode-priode sebelum 2009-2014 dan kemungkinan juga dapat terjadi
pada periode 2009-2014 dan setelahnya. Dikarenakan anggota dewan yang
terhormat adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari sifat-sifat manusia pada
2Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Cipta Media,
2012), h. 87.
5umumnya. Jadi pelanggaran terhadap etika dan moral maupun pelanggaran
terhadap hukum positif yang ada di Indonesia sangat mungkin dilakukan oleh
anggota dewan periode sekarang ini. Jika itu (masih) terjadi maka akan
berimplikasi pada turunnya kepercayaan para konstituen terhadap para wakil
rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Karena itu, anggota dewan, mulai dari
DPR pusat hingga DPRD di daerah dalam menjalankan tugas, wewenang, hak dan
kewajibannya diikat oleh kode etik. Demikian dalam menjalankan penegakan etik
tersebut undang-undang mengamanahkan keharusan pembentukan badan
kehormatan sebagai salah satu alat kelengakapn dewan.
Badan kehormatan (BK) adalah merupakan lembaga baru di parlemen di
Indonesia, awalnya BK di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama
“Dewan Kehormatan” yang bersifat tidak tetap dan baru dibentuk dan disepakati
untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Tepat
pada periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didesain sebagai alat
kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu
keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi
ini didapatkan bila kita menafsirkan undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah.3
BK sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD baru beberapa tahun
belakangan ini muncul ke permukaan dan diberitakan media massa, khususnya
setelah era reformasi bergulir. Karena lembaga ini menyangkut masalah
3Anom Surya Putra, Mekanisme Kerja Badan Kehormatan (Jakarta: Hotel Mercure, 22
April 2006), h. 5.
6kehormatan para wakil rakyat di DPRD, maka keberadaan badan kehormatan
DPRD yang selanjutanya disebut BK DPRD menjadi sangat penting,
dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya.
Keberadaan BK ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan
mengingat era reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman orde baru,
banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja
seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya,
misalnya jarang berdinas dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal
masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan
konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalaupun mereka masuk, paling-
paling hanya sekadar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau
bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif
di mata publik.
Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI
maupun anggota DPRD semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan,
pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai perilaku mesum termasuk
menonton film porno di saat rapat sedang berlangsung. Untuk menyikapi ini,
kewenangan BK DPR dan khususnya BK DPRD perlu diperbesar. BK DPR RI
dan BK DPRD perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam
menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPR maupun DPRD dengan
tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif terhadap kasus yang terjadi, BK
DPR maupun BK DPRD perlu bertindak cepat dalam merespon tindakan anggota
DPR dan DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. Untuk bisa bertindak
7cepat, ketentuan internalnya, BK yang harus terlebih dahulu dirubah. Selama ini,
BK baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat dan pimpinan
DPR maupun DPRD. Selain pasif, dengan posisi dan peran seperti itu membuat
BK tidak responsif. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar DPR
dan DPRD yang publik mengetahui dengan sangat jelas.
Di sisi lain, BK DPR dan BK DPRD juga belum berfungsi secara
optimal sehingga makin menambah beban citra DPR dan DPRD. Padahal, BK
diharapkan berperan tidak hanya sekedar menjadi penjaga moral dan integritas
anggota DPR dan DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk
menegakkan kode etik anggota dewan.
Saat ini peran BK kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak
anggota dewan terlibat dalam berbagai kasus, seperti korupsi maupun suap.
Akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam badan
aspirasi maupun perwakilan itu. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana
tugas dan wewenang BK DPRD kendala-kendala dan upaya BK sebagai alat
kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai
dengan kode etik DPRD yang telah ditetapkan.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian ini, peneliti mengfokuskan penelitiannya mengenai
wujud penyelesaian pelanggaran kode etik di DPRD kota Makassar serta kendala
BK DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD kota Makassar.
Tugas dan wewenang BK dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota
DPRD dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang
8MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun
2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 53 tahun
2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 tentang
pedoman dan penyusunan peraturan tata tertib DPRD kemudian untuk lebih
efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. BK sebagai salah satu alat
kelengakapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah
kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini
dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang
menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang
bersih (good and clean governance).
Tabel.1.1. Fokus Penelitian
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1. Realisasi dari pelaksanaan
BK tentang kode etik
 Tugas BK DPRD kota Makassar dalam
menegakkan peraturan tata tertib dan
kode etik DPRD kota Makassar.
 Wewenang BK DPRD kota Makasar
dalam menegakkan peraturan tata tertib
dan kode etik DPRD kota Makassar
2. Wujud penyelesaian
pelanggaran kode etik di
DPRD kota Makassar.
 Mekanisme pengaduan/ pelaporan
pelanggaran kode etik DPRD kota
Makassar
 Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan
pengaduan/pelaporan pelanggaran kode
etik DPRD kota Makassar.
 Penerapan sanksi terhadap anggota
anggota DPRD yang melanggar kode etik
DPRD
C. Rumusan Masalah
9Berdasarkan latar belakang masalah dan deskrepsi fokus yang telah
dipaparkan tersebut, maka pokok masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana
Pelaksanaan Wewenang Badan Kehormatan Berdasarkan Kode Etik Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Anggota DPRD Kota Makassar) Masalah
pokok tersebut dirumuskan dalam submasalah sebagai berikut ;
1. Bagaimana realisasi dari pelaksanaan wewenang BK tentang kode etik
?
2. Bagaimana wujud penyelesaian pelanggaran kode etik di DPRD kota
Makassar ?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka yang dimaksud di sini adalah teori-teori yang berkaitan
dengan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian beberapa literatur
dari hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan rencana
penelitian ini.
Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu
pelaksanaan wewenang BK sebagai alat kelengkapan DPRD. Telah ada beberapa
literatur yang membahas terkait masalah tersebut, namun belum ada literatur yang
membahas secara khusus tentang judul skripsi ini, begitu pula dengan penelitian-
penelitian ilmiah sebelumnya. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada
pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan
pembahasan yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:
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Pertama, Makmur Makkah dalam bukunya yang berjudul “Reformasi
Birokrasi” menjelaskan bahwa untuk mengubah suatu sistem pelayanan publik ke
arah yang lebih baik tentunya harus dilakukan bentuk reformasi terhadap sistem
birokrasi. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi,
inefektifitas, tidak professional, tidak netral, pelayanan publik rendah, rekrutmen
PNS, tidak trasparan, perubahan mandate, KKN marak diberbagai jenjang
pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum berjalan
dengan transparan, partisipasi dan kredibel, serta belum terwujudnya pelayanan
publik yang prima.4 Berdasarkan penjelasan Makmur Makkah tersebut,
menekankan supaya sistem pelayanan publik mengalami perubahan ke arah yang
lebih baik, maka dari itu dengan adanya anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan
pembuat undang-undang maka harus mewujudkan sistem pelayanan publik yang
baik demi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik.
Kedua, George R. Terri, dalam bukunya yang berjudul “Sistem
Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Tata Usaha Negara di
Indonesia” menjelaskan bahwa pengawasan adalah control is to determine what is
accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result
in keeping with the plan. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan
yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.5
Maka dari itu BK yang tugas dan fungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan
4Makmur Makkah, Reformasi Birokrasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.21.
5George R. Terry, Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Aparat Pemerintah dan
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 36.
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anggota DPRD, perlu melakukan pengawasan secara disiplin agar kinerja DPRD
dapat lebih baik dan sesuai harapan masyarakat yang selama ini menjadi harapan
rakyat.
Ketiga, Bambang Istianto, dalam bukunya berjudul “Manejemen
Pemerintahan dalam Melakukan Pelayanan Publik” menerangkan bahwa kualitas
pelayanan dapat pula disebut sistem menegemen strategi dan integratif yang
melibatkan semua pimpinan dan para pegawai, serta menggunakan metode-
metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan
proses-proses lembaga-lembaga negara di pemerintahan daerah yaitu DPRD,
pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) agar dapat memenuhi kebutuhan,
keinginan dan harapan masyaraakat.6 Selanjutnya untuk mengimplementasikan
konsep kualitas adalah dengan merubah paradigma.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab
permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan, yaitu:
a. Untuk mengetahui realisasi dari pelaksanaan BK tentang kode etik
anggota DPRD Kota Makassar.
b. Untuk mengetahui wujud penyelesaian ketika terjadi pelanggaran
kode etik di DPRD kota Makassar.
2. Kegunaan Penelitian
6Bambang Istianto, Manejemen Pemerintahan dalam Persepektif Pelayanan Publik
(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 118.
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Kegunaan yang penulis harapkan dapat tercapai melalui penelitian ini
antara lain:
a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan
wewenang BK DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan dewan
di DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD.
b. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini dapat membuka
cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi BK
DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai alat
kelengkapan dewan serta mengembangkan kualitas agar





A. DPRD Sebagai Lembaga Legislatif
1. Tugas, Wewenang, Serta Hak dan Kewajiban DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah
sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah,
DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat propinsi disebut DPRD Propinsi
serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.
Adapun tugas dan wewenang, fungsi serta hak DPRD dalam menjalankan
tugasnya telah diatur dengan jelas dan telah dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang RI No. 17 tahun 2014 tentang
Majelis Permusyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Hak-hak yang dimiliki Anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi; Hak
mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda), hak mengajukan pertanyaan,
hak menyampaikan usul dan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela
diri, hak imunitas atau hak kekebalan hukum,1 hak protokoler atau hak anggota
DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam
1Hak imunitas yaitu anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena
pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD Propinsi dengan pemerintah
dan rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya,
dan hak keuangan dan administrasi.2
Kemudian mengenai kewajiban Anggota DPRD dalam mengemban tugas
dan wewenangnya, meliputi;
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila ;
b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan ;
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok,
dan golongan ;
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. Mentaati tata tertib dan kode etik
h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
dalam penyelengaraan pemerintahan daerah ;
i. Menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala
j. Menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat ;
dan;
k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
konstituen di daerah pemilihannya.3
Sementara, hal-hal terlarang dilakukan oleh anggota DPRD sebagai
berikut;
a. Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
1. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
2. hakim pada badan peradilan; atau
3. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada
2Lihat Undang-Undang RI No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyarakatan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU
MD3) Bagian keenam Hak dan Kewajiban Anggota, pasal 372.
3Lihat Undang-Undang RI No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyarakatan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU
MD3) Bagian keenam Hak dan Kewajiban Anggota, pasal 373.
15
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan
lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
b. Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural
pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau
pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan
tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD ;
c. Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta
dilarang menerima gratifikasi.4
Keberadaan Undang-undang yang selain mengatur segala hak, kewajiban
dan wewenang anggota legislatif juga mengatur segala hal yang tidak boleh
dilakukan anggota dewan memberi makna bahwa bekerja sebagai anggota
legislatif harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab yakni bekerja untuk
kemaslahatan rakyat bukan bekerja untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok
(golongan) dan demi memperkaya diri.
2. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sebagai Alat Kelengkapan Dewan
Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) adalah anggota legislatif
yang secara subtansial bertugas sebagai penyambung aspirasi rakyat (dewan
perwakilan) kepada pemerintah sebab pada dirinya telah memiliki mandat
langsung dari rakyat. Dari pemberian mandat tersebut, maka anggota dewan
memiliki hak dan wewenang dalam betindak bukan lagi atas nama pribadi tetapi
atas nama rakyat secara umum. Karenanya, dalam segala bentuk tindakan dan
perbuatannya melekat dalam dirinya status sebagai “wakil rakyat” atau “pejabat
publik” yang sejatinya menjadi figur tauladan terhadap rakyat yang diwakilinya,
4Lihat, Undang-Undang RI No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyarakatan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU
MD3) Bagian Larangan dan sanksi, pasal 400.
16
maka ia tidak boleh bertindak di luar kewajaran baik secara hukum maupun secara
etik.
Selain tugas, wewenang, serta hak dan kewajibannya diatur dalam undang-
undang5 sebagai anggota badan legislatif yang kedudukannya sejajar dengan
anggota lembaga negara lainnya, maka demi menjaga marwah, harkat dan
martabat badan perwakilan rakyat, baik lembaga MPR, DPR, DPD dan DPRD
sebagai lembaga negara yang dihormati, maka setiap anggotanya dalam bertindak,
bersikap dan bertingkah laku harus terikat pada kode etik profesi yang telah
disepakatinya secara bersama dan telah dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan.
Pada organisasi asosiasi profesional yang telah mapan biasanya terdapat
suatu Dewan atau Majelis Kode Etik yang mempunyai tugas untuk bertindak
sebagai penegak (law enforcement) sehingga kode etik tersebut berlaku secara
efektif dengan kekuatan hukumnya.6 Maka demi kelancaran pelaksanaan kode
etik dalam lingkup DPR ataupun DPRD, maka berdasarkan UU MD3 pasal 83
mengharuskan dibentuk Mahkamah Kehormatan yang kemudian dikenal MKD
(Mahkamah Kehormatan Dewan)7 yang berkedudukan sebagai alat kelengkapan
dewan yang selanjutnya memilih ketua dan anggota-anggotanya dari kalangan
5Lihat. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU
MD3).
6Udin Syaefuddin Saud, Pengembangan Profesi Guru. (Cet. II; Bandung, CV. Alfabeta,
2009), h. 81.
7Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan
DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Lihat,
Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 Bab I Ketentuan Umum pasal 1.
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internal anggota DPR/DPRD juga. Adapun mengenai tugas anggota MKD
tersebut juga telah diatur dalam peraturan DPR RI No.1 tahun 2015 tentang kode
etik dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia.8
Badan kehormatan di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi
nama “Dewan Kehormatan” yang bersifat tidak tetap dan baru dibentuk dan
disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan
DPRD kala itu. Nanti kemudian pada periode 2004-2009, Badan Kehormatan di
Indonesia didesain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap dan harus
dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, sebagaimana diamanahkan dalam
undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,
DPR, DPD dan DPRD Jo undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah.9 Dan saat ini diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Lembaga penegak kode etik ini ada yang disebut Komisi Etika, Dewan
Kehormatan, ataupun Komite Etika, semuanya difungsikan untuk memeriksa
laporan-laporan ataupun pengaduan-pengaduan dan menegakkan kode etik bagi
para pelanggar dengan menjatuhkan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar dan
tingkat pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
3. Etika dan Penyelengaraan Negara
8Kode etik DPR menurut peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 Bab I Ketentuan Umum
pasal 1 disebutkan bahwa kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama
menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.
9Anom Surya Putra, Mekanisme Kerja Badan Kehormatan (Jakarta: Hotel Mercure, 22 April
2006), h. 5.
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Etika pemerintahan (goverment ethics) atau “etika penyelenggara negara”
itu berkaiatan dengan kode prilaku profesional di lingkungan jabatan dan tugas-
tugas penyelenggara kekuasaan negara. Dalam pengertian luas, perkataan
penyelenggara negara atau peneyelenggara pemerintahan (goverment) yang dalam
tradisi Amerika menunjuk kepada pengertian yang lebih luas dari sekedar
pemerintahan eksekutif. Etika pemerintahan atau etika penyelenggara negara
mencakup keseluruhan sistem norma aturan etika dan pedoman atau petunjuk
tentang perbuatan baik dan benar atau salah dan buruk di semua lingkungan
jabatan. Jabatan penyelenggara negara atau jabatan “pemerintahan” dalam arti
luas, termasuk pengertian para pejabat yang dipilih langsung ataupun tidak
langsung oleh rakyat, seperti prersiden dan wakil presiden, anggota DPR dan
DPD serta DPRD, Menteri Kabinet, Hakim Agung, Hakim Konsitusi, para
anggota BPK, para komisioner dan anggota lembaga-lembaga negara, Pimpinan
Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan, para staf pimpinan yang diangkat
dengan pertimbangan politik, dan bahkan para pegawai negeri sipil yang diangkat
dalam jabatan struktural, fungsional, ataupun dalam jabatan kepegawaian biasa,
semua terikat kepada sistem  etika yang disebut etika pemerintahan dalam arti
luas.
Namun, menurut mantan ketua hakim Mahkamah Konstitusi priode 2003-
2008, Jimly Asshiddiqie, bahwa etika material para penyelenggara kekuasaan
negara itu tidak diharuskan bersifat seragam antara satu institusi kekuasaan
dengan institusi lain, antara satu organisasi profesi dengan organisasi profesi yang
lain, dan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Etika kehakiman,
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misalnya, tentu saja harus berbeda dari etika kejaksaan, etika kepolisian, etika
advokat, etika notaris, etika akuntan, etika anggota DPR, DPD dan MPR.
Sedangkan, sistem etika formil atau pedoman beracara dalam proses penegakan
kode etik dan kode prilaku, dapat saja diatur secara relatif serupa, meskipun tidak
sama, dengan menerapkan prisnip-prinsip peradilan modern dengan mencontoh
pengalaman di dunia hukum.10
Hal tersebut dikarenakan etika material berbeda karena sumber inspirasi
untuk merumuskan kaidah-kaidah etika dapat diambil dari nila-nilai hidup dalam
masyarakat dan dari dalam lingkungan profesi atau nilai-nilai ideal di bidang kerja
masing-masing, meskipun pada dasarnya nilai-nilai tersebut tidak boleh lepas
dari nilai-nilai agama, nilai-nilai tradisi budaya, ataupun nilai-nilai yang
bersumber dari ilmu pengetahuan universal.
B. Seputar Kode Etik
1. Defenisi, Maksud dan Tujuan Kode Etik
Kata “kode etik” merupakan gabungan dua suku kata, yakni “kode” dan
“etik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI), Kode diartikan tanda yang
berupa kata, tulisan, sandi, dan sebagainya; atau yang disepakati mengandung
maksud-maksud tertentu, kumpulan peraturan; kumpulan prinsip yang
sistematis.11 Sedangkan etik bermakna nilai mengenal benar dan salah yang dianut
10Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konsitusi; Perspektif Baru Tentang Rule of
Law of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics. (Ed. Revisi; Jakarta: Sinar Grafika,
2014), h. 119.
11Indah Nuraini, Kamus Bahasa Indonesia, (Bogor: CV Duta Grafika, 2010), h. 527.
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suatu masyarakat etika, atau ilmu yang berkenaan tentang yang buruk dan tentang
hak dan kewajiban moral.12
Jadi “kode etik” adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu
kelompok tertentu sebagai landasan sikap dan tingkah laku.13 Kode etik juga dapat
diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan
suatu kegiatan atau pekerjaan. Atau merupakan pola aturan atau tata cara sebagai
pedoman berperilaku dan berbudaya.14 Kode etik dapat digambarkan sebagai
aturan-aturan moral yang terkait dengan sesuatu profesi, pekerjaan atau jabatan
tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai
baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama.
Dari defenisi tersebut kemudian dikenal pula kode etik profesi yang pada
hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip
keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung
dalam himpunan organisasi tertentu.
Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik ialah untuk
menjamin agar tugas-pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya
dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagimana layaknya.15 Selain itu, pihak
penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk
memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk
12 Indah Nuraini, Kamus Bahasa Indonesia h. 302
13Indah Nuraini, Kamus Bahasa Indonesia. h, 527.
14Wikipedia, pada 17 Desember 2015, pukul 15.04 (Diakses Pada tanggal 9 Januari 2015)
15Udin Syaefuddin Saud, Pengembangan Profesi Guru. h. 79.
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memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial, maupun secara sosial,
moral kultural dan lainnya. Pihak pengemban tugas pelayanan keprofesian juga
diharapkan terjamin martabat, wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya
serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya.
2. Sejarah Lahirnya Kode Etik Profesi
Menurut sejarah, tradisi membangun etika positif berupa prinsip-prinsip
etika dan prilaku yang dirumuskan sebagai standar yang diidealkan bagi para
anggota suatu komunitas profesi atau jabatan tertentu yang membutuhkan
kepercayaan publik, pada mulannya muncul dalam praktik di Inggris, dan
kemudian dikembangkan dalam arti lebih modern di Amerika Serikat. Bidang
profesi yang pertama kali memperkenalkan sistem etik positif ini adalah di dunia
kedokteran (medical ethics). Namun ide awal mengenai etika kedokteran ini
pertama kali sebenarnya berasal dari banyak sarjana, termasuk dari pemikiran
Muslim al-Ruhawi dan al-Razi (Rhazes) pada abad pertengahan. Bahkan buku
pertama tentang medical ethics yang ditulis umat manusia adalah buku the
Conduct of a Physician (adab al-Tabib) karya al-Ruhawi pada abad ke-9 H.16
Pada akhir abad ke-18, adalah physician Inggris, Thomas Percival, yang
merancang code of medical ethics yang pertama kali dalam pengertian modern. Ia
menulis kode etik pertama kali pada tahun 1794 dan memperluas isinya pada
tahun 1803 dengan memperkenalkan istilah medical ethics dan medical
16Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konsitusi; Perspektif Baru Tentang Rule of
Law of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics. h. 98.
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jurisprudence. Pada tahun 1815, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-
undang apoteker pertama kali, dan sejak itu, mulailah dunia kedokteran dan
kesehatan diatur resmi oleh negara, termasuk mengenai sistem etiknya. Hal ini
dikembangkan pula di Amerika Serikat. Pada tahun 1846, American Medical
Association (AMA) didirikan dan untuk pertama kali disusun suatu kode etik
organisasi yang berisi kewajiban-kewajiban dan hak-hak para physician. Pada
tahun berikutnya, yaitu 1847, atas laporan Dr. John Bell, naskah kode etik tersebut
disahkan menjadi Code of Medical Ethics dan bahkan Code of (professional)
Ethics pertama dalam sejarah modern.17
Profesi kedua yang tercatat paling awal membangun sistem etika profesi
adalah profesi akuntan, yaitu setelah dibentuknya American Association of Public
Accountant (AAPA) pada tahun 1887. Kode etik akuntan disahkan pada tahun
1905 dan dituangkan dalam anggaran dasar organisasi (bylaws) pada tahun 1907.
Kemudian, profesi ketiga yang membentuk kode etik profesi adalah profesi
advokat, juga di Amerika Serikat, yaitu setelah berdirinya American Bar
Association (ABA) pada tahun 1887. Kode etik hukum pertama disusun dan
diberlakukan di negara bagian Alabama pada tahun 1887 dan secara nasional baru
disusun dan disahkan pada tahun 1908 yang pertama kali disebut Canons of
Professional Ethics.18
17Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konsitusi; Perspektif Baru Tentang Rule of
Law of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics. h. 99.
18Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konsitusi; Perspektif Baru Tentang Rule of
Law of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics. h. 112.
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Selama abad ke-20, ide tentang kode etik terus berkembang pesat di semua
bidang profesi, di dunia bisnis dan bahkan di lingkungan kekuasaan pemerintahan
negara. Demikian, terhadap sistem kode etik dan kode prilaku terus berkembang
dalam prkatik di semua bidang kehidupan, baik di ranah dunia usaha (market), di
ranah masyarakat (civil society) maupun di sektor publik dan dalam
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara (state). Dalam negara pun,
sistem kode etik dan infrastruktur etik ini berkembang, baik di lingkungan cabang
kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta lembaga-lembaga atau
agencies yang bersifat independen.
3. Fungsi Kode Etik Profesi
Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana
sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi.
Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi:
a. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi
tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan
kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang
boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
b. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas
profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat
memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat
memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan
pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
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c. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi
profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut
dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau
perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain
instansi atau perusahaan.
Sementara itu, Charled E. Harris dkk. sebagaimana yang dikutip Jimly
Asshiddiqie mengemukakan enam fungsi kode etik dalam praktik, yaitu;
a. Kode etik dapat berfungsi sebagai sarana pengakuan kolektif (collective
recognition) oleh para anggota suatu profesi mengenai tanggung jawab.
b. Kode etik dapat membantu menciptakan lingkungan di mana prilaku
beretika itu menjadi norma atau kaidah.
c. Kode etik dapat berfungsi sebagai petunjuk atau pengingat dalam situasi-
situasi tertentu.
d. Proses yang dilakukan dalam mengembangkan dan memodifikasi kode
etik itu sendiri juga dapat berguna untuk profesi.
e. Kode etik berfungsi sebagai sarana pendidikan, menyediakan bahan dan
arah untuk didiskusikan dalam kelas dan pertemuan-pertemuan profesi.
f. Kode etik dapat memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa profesi
yang bersangkutan sungguh-sungguh peduli dengan perilaku profesional
dan bertanggung jawab.19
19Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konsitusi; Perspektif Baru Tentang Rule of
Law of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics. h. 108.
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Adapun rumusan materi kode etik menurut Anom Surya Putra misalnya
berisi perbuatan-perbuatan terlarang yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Menggunakan posisi publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
b. Mendapatkan keuntungan untuk mempengaruhi tindakan pejabat.
c. Menggunakan informasi pemerintah yang bersifat rahasia.
d. Menerima hadiah dari pejabat atau pegawai melebihi nilai tertentu.
e. Menerima honor dari pejabat publik.
f. Mempunyai konflik kepentingan dalam hal keuangan.
g. Melakukan nepotisme.
h. Melakukan pekerjaan bisnis di luar parlemen dengan menggunakan
jabatannya.
i. Menerima pembayaran di luar sistem anggaran resmi.20
Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain
adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan/atau prisnsip-prinsip yang
terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan
kesadaran untuk mematuhinya dalam menjalankan tugas dan prilaku
keprofesiannya, serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya
konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya.
C. Kerangka Konseptual
Badan Kehormatan Dewan (BK) merupakan alat kelengkapan dewan yang
anggotanya mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anggota dewan lainnya,
tetapi secara khusus anggota DPRD yang terpilih menjadi anggota BK diberikan
20Anom Surya Putra, Mekanisme Kerja Badan Kehormatan. (Jakarta: Hotel Mercure, 22
April 2006), h. 2.
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kewenangan khusus untuk mengadili pelanggaran kode etik setiap anggota DPRD.
Adapun mengenai mekanisme pengadilan etik yaitu adanya aduan, baik dari
masyarakat maupun dari anggota DPRD lainnya. Anggota BK yang menerima
aduan memproses aduan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur
dalam Undang-Undang dan pada akhirnya BK menentukan sikap atas dasar fakta-
fakta yang terjadi, apakah anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran
etik terbukti atau tidak? Atau, kalau terbukti melakukan pelanggaran etik,























A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini tergolong penelitian lapangan field research, yaitu penulis
melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan
data. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati.1
Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud
untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu
keadaan pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan
fakta dengan menganalisis data.2 Penelitian ini memberi gambaran tentang
wewenang badan kehormatan dewan terhadap pelanggaran kode etik anggota
dewan perwakilan rakyat (DPRD).
2. Lokasi Penelitian
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2012), h. 6.
2Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.
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Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kota Makassar terhadap anggota
dewan yang bertugas di dalamnya. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan
beberapa alasan, di antaranya:
a) Berdasarkan pengamatan penulis atas berbagai pemberitaan media, baik
elektronik maupun media cetak menyebutkan bahwa di DPRD kota
Makassar telah terjadi beberapa pelanggaran etik yang dilakukan
anggotanya, namun penyelesaiannya tidak menemui titik terang.3
b) Penelitian tentang wewenang badan kehormatan dewan terhadap
pelanggaran kode etik belum pernah dilakukan di DPRD Kota Makassar.
c) Pertimbangan efesiensi waktu, tenaga dan finasial dengan harapan dapat
memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, sebab peneliti
mempunyai aktivitas di kota Makassar.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam menelaah permasalahan penelitian ini, peneliti menggunakan
berbagai pendekatan keilmuan, yang meliputi:
1. Pendekatan yuridis formal, karena ruang lingkup penelitian adalah
lembaga negara beserta anggotanya dengan segala instrumen di dalamnya
dilindungi oleh aturan-aturan hukum perundang-undangan atau dalam
setiap praktek selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan
yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang
3Salah satunya mengenai pemberitaan rekap absen anggota dewan menjadi sorotan media
karena dinilai banyak anggota dewan yang malas hadir dalam rapat. Lihat, Radar Metro, Rekap
Absen Dewan Disembunyikan, (dimuat pada Kamis, 31 Desember 2015). Lihat pula, Koran Fajar,
Absensi Dewan Jadi Rahasia Negara, (dimuat Senin, 4 januari 2016).
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berlaku di Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum
sekunder dan juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum,
terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga
didukung dengan pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka
dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta
peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Pendekatan filosofis karena penelitian ini berkaiatan dengan permasalahan
pelanggaran kode etika. Dimana persoalan pelanggaran etika terkadang
tidak terakomodir dalam peraturan hukum pidana maupun perdata.
C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu meliputi
dua jenis data, yakni:
1. Data Primer
Yaitu sumber data diperoleh melalui wawancara langsung dengan
anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-
DPRD) kota Makassar. Data yang diminta adalah data-data yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang BK, serta kendala dan upaya dalam
penyelesaian pelanggaran kode etik anggota DPRD Kota Makassar. Serta
melakukan pengamatan lapangan di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) kota Makassar yang juga menjadi sekretariat BK DPRD
kota Makassar, serta melakukan pengamatan langsung terhadap anggota
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DPRD kota Makassar, terutama saat berdinas maupun berada di ruang
publik.
2. Data Skuder
Data sekunder adalah data pendukung penelitian,4 yaitu berhubungan
dengan kondisi objektif di lapangan. Untuk memperoleh data sekunder
yakni dengan penelitian kepustakaan atau library research guna
memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat
dijadikan landasan teori. Data sekunder antara lain berupa peraturan-
peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel yang ada hubungannya
dengan penelitian ini dan juga akan dilengkapi dengan data yang diperoleh
dari penelitian empiris di sekretariat DPRD kota Makassar.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu
penulis mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek
yang akan diteliti dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut;
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis
mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan
dengan pencatatan.5 Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
4Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung:
Alfabeta, 2011), h. 220.
5Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian dalam Bidang Sosial
(Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006), h. 74.
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pengamatan secara langsung (participant observation), yaitu peneliti terjun
langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi objektif yang terjadi di gedung
DPRD Kota Makassar guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam
penelitian. Selain terjun langsung, observasi partisipan juga mengharuskan
peneliti-pengamat terlibat aktif sebagai partisipan (peserta) dalam suatu aktivitas
atau kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian.
2. Wawancara
Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna
dalam suatu topik tertentu.6 Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal,
semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, komunikasi tersebut
dilakukan berhadapan.7 Dalam pelaksanaan wawancara dengan informan secara
luwes dan kondusif, peneliti akan mengunakan pedoman wawancara berupa
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada informan untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan wawancara terstruktur (structured interview) dan wawancara tidak
terstruktur (unstructured interview), hal tersebut dilakukan guna menghindari
kekakuan dalam mengorek informasi dari informan. Wawancara terstruktur
peneliti gunakan setelah mengetahui dengan pasti tentang siapa yang
diwawancarai dan informasi apa yang akan diperoleh. Peneliti melakukan
wawancara terstruktur terhadap informan dengan mengajukan beberapa
6Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72.
7Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), h. 96.
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pertanyaan tertulis dan peneliti mendengar serta merekam apa yang disampaikan
oleh informan. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang
bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah
tersusun secara sistematis, melainkan hanya berupa catatan tentang garis-garis
besar permasalahan yang akan ditanyakan.8
Mengingat salah satu kekurangan metode ini adalah banyak individu
(informan) yang memberikan jawaban hanya berdasarkan asumsi atau jawaban
berdasarkan pada fenomena yang hanya dapat diterima secara sosial, tidak
memberikan pendapat atau perasaan yang sesungguhnya dan kadang-kadang
respondennya berbohong.9 Maka  setelah mendapatkan informasi dari beberapa
informan melalui wawancara terstruktur maka peneliti kembali mengkorfirmasi
pernyataan informan tersebut terhadap apa yang dilihat oleh peneliti pada saat
pengamatan maupun konfirmasi terhadap informan yang diwawancarai secara
tidak terstruktur yang memiliki pengetahuan tentang kajian penelitian, hal itu
dilakukan dengan tujuan untuk mendapat informasi yang akurat. Dalam
melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk
wawancara, maka pengumpul data juga menggunakan alat bantu berupa tape
recorder sebagai alat perekam.
3. Dokumentasi
8Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 73.
9John. W. Santrock, Educational Psychology (McGraw-Hill Company, 2004), Terj. Tri
Wibowo, Psikologi Pendidikan, Edisi II (Jakarta; Kencana, 2007), h. 20.
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Dokumen adalah data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi:
surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, notulen, dan laporan penelitian
tertulis, dokumen-dokumen administratif (proposal, laporan kemajuan, dokumen
interen lainnya), penelitian dan evaluasi-evaluasi resmi, kliping-kliping dan
artikel-artikel.10
Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen
administratif, berupa laporan tertulis maupun catatan khusus tentang anggota
DPRD kota Makassar, dan lain-lain yang terdapat pada lokasi penelitian.
Dokumentasi ini digunakan untuk menjaring literarur terkait masalah penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri.11 Instrumen dalam penelitian ini adalah alat bantu yang
dipakai untuk mengumpulkan data yang disesuaikan dengan metode yang
digunakan. Alat bantu yang digunakan adalah;
1. Panduan Observasi
Pada panduan observasi digunakan lembaran observasi yang tidak
dibagikan kepada responden, melainkan digunakan sendiri oleh peneliti untuk
merekam data pada saat observasi dilaksanakan dalam rangka menggali informasi
dan data mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan wewenang badan
10A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi I (Makassar:
Indobis Media Centre, 2003), h. 106.
11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , h. 59.
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kehormatan dewan dalam memperoses kasus pelanggaran etik anggota DPRD
kota Makassar.
2. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data
berupa daftar pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya, untuk memperoleh
langsung dari sumbernya melalui tanya jawab tentang wewenang badan
kehormatan dewan dalam memperoses kasus pelanggaran etik anggota DPRD
kota Makassar.
3. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari
sumber-sumber non insani. Dalam hal ini berupa catatan tertulis seperti: data-data
anggota dewan, buku-buku, majalah, jurnal, peraturan-peraturan, catatan harian,
dan sebagainya. Dalam pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui
berbagai hal yang berkaitan dengan wewenang badan kehormatan dewan dalam
menjalankan tugas-tugasnya dalam memproses pelanggaran etik anggota DPRD
kota Makassar, bentuk-bentuk pelanggaran etik yang telah dilakukan anggota
dewan, serta terhadap segala data yang dapat mendukung dan memudahkan
peneliti melakukan penelitian secara mendalam dan konprehensif terkait masalah
kajian. Misalnya profil anggota DPRD Kota Makassar, tugas dan wewenang
angota DPRD, tata tertib anggota DPRD, dan tugas dan wewenang badan
kehormatan dewan.
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
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Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis  data  secara
kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Analisis data secara
kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan
pihak yang terkait untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya
akan disajikan secara deskriptif mengenai pelaksanaan wewenang BK.
Teknik pengelolaan dan analisa data merupakan proses pengorganisasian
dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh
data.12 Penulisan menggunakan model analisis interaktif (Interactif Model of
Analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan diuji melalui 3 (tiga) tahap, yaitu
mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini
dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul
akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung
penyusunan laporan penelitian.13 Tiga tahap tersebut adalah:
1. Reduksi Data
Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang
bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-
hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini
berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.
2. Penyajian Data
12Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. h. 103.
13H.B. Sutopo, Metode penelitian Kualitatif (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 35.
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Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat
dilaksanakan.
3. Menarik Kesimpulan
Langkah ke tiga dalam analisis dalam penelitian ini adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Yaitu dari hasil penelitian ini akan memberikan
gambaran mengenai anggota DPRD kota Makassar dan memberikan gambaran
mengenai pelaksanaan wewenang badan kehormatan dalam menegakkan kode
etik DPRD kota Makassar.14
G. Pengujian Pengabsahan Data
Validitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu
diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam
penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi
merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa
keabsahan data atau verifikasi data), dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada
diluar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan, maka perlu melakukan
trianggulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan waktu
sebagai berikut:
1. Trianggulasi sumber
Trianggulasi sumber adalah cara meningkatkan kepercayaan penelitian
dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.
Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam
14H.B. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif. h. 37.
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sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang bagaimana
komitmen BK DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjaga
martabat dan kehormatan anggota DPRD kota Makassar maka pengumpulan data
dan pengujiannya dilakukan di BK DPRD kota Makassar. Data dari sumber
tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, maka pandangan yang sama, yang
berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah
dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan.
2. Trianggulasi teknik
Trianggulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan
data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kreadibilitas dengan
tranggulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda. Misalnya, setelah memperoleh data wawancara yang diperoleh dari
informan di BK DPRD kota Makassar, maka data tersebut akan dicek
kebenarannya, dan jika data itu sudah dicek keabsahannya dengan metode yang
berbeda dan diyakini sudah valid, maka data tersebut dapat diterima oleh
penelitian sebagai data penelitian yang akan disusun dalam penelitian ini.
3. Trianggulasi waktu
Menguji kredibilitas data dengan trianggulasi waktu dilakukan dengan
cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Peneliti akan melakukan
wawancara di sore hari, bisa mengulanginya di pagi hari dan mengeceknya
kembali ke siang hari atau sebaliknya agar data yang diperoleh peneliti benar-




Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sekretaris
dan staf DPRD Kota Makassar, Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi, Pimpinan BK
DPRD maupun beberapa Anggota DPRD Kota Makassar, serta berdasarkan hasil
pengamatan maupun dari studi pustaka lainnya, maka dapat disampaikan hasil
penelitian dan pembahasan sebagai berikut:
A. Gambaran Umum Anggota DPRD Kota Makassar
1. Susunan dan Keanggotaan DPRD Kota Makassar
Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Makassar Nomor:
9/PIMP/DPRD/IX/2014 tentang Pembentukan fraksi dan susunan keanggotaan
fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar pada tanggal 22 September 2014. Adapun
Jumlah fraksi DPRD Kota Makassar masa jabatan 2014-2019 terdiri atas 9
(sembilan) fraksi meliputi:
a. Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar)
b. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-GERINDRA)
d. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NASDEM)
e. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
f. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-HANURA)
g. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
h. Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (F-PDIP)
i. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN
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Peresmian keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
atas nama Presiden berdasarkan usul Wali Kota sesuai laporan dari Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan resmi dilantik sebagai anggota
DPRD Kota Makassar pada tanggal 22 September 2014. Semua anggota DPRD
Kota Makassar berdomisili di Kota Makassar.
Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Makassar Nomor:
19/DPRD/XII/2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Makassar Pasal 7, setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam
fraksi. Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah
komisi di DPRD. Anggota DPRD dari 1 (satu) Partai politik yang tidak memenuhi
syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada
atau membentuk fraksi gabungan. Fraksi yang ada wajib menerima anggota
DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk
1(satu) fraksi. Dalam hal fraksi gabungan setelah dibentuk, kemudian tidak lagi
memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan
tersebut wajib bergabung dengan fraksi atau fraksi gabungan yang lain yang
memenuhi syarat. Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk
fraksi hanya dapat membentuk 1(satu) fraksi.
Dalam hal pimpinan fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan
Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. Pimpinan fraksi yang telah
terbentuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan
kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
Tabel. 2.1
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Susunan keanggotaan DPRD Kota Makassar dalam fraksi1
No NAMA JABATAN DALAMFRAKSI
I. Fraksi Partai Golangan Karya
(Golkar)
1. Ir. Farouk M. Betta, M.M
2. Drs. H. Andi Hasir HS, MI.Kom
3. Rahman Pina, S.IP
4. H. Abd. Wahab Tahir, S.H
5. H. Samsuddin Kadir, S.E
6. Ir. Andi Norman, M.Si
7. H. Saharuddin Said, S.E









II. Fraksi Partai Demokrat (PD)
1. Adi Rasyid Ali, S.E
2. Abdi Asmara, S.H
3. H. Agung Wirawan, S.Sos
4. H. Arifin DG. Kulle, S.E
5. Basdir, S.E
6. H. Syarifuddin Badollahi, S.E
7. Drs. H. Muh. Said, M.M











III. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
(GERINDRA)
1. Drs. Amar Busthanul
2. Eric Horas, S.E
3. Andi Pahlevi, S.E
4. Lisdayanti Sabri






IV. Fraksi Partai Nasional Demokrat
(NASDEM)
1. Mario David Pn, S.Sos
2. Rudianto Lallo, S.H
3. H. Irwan Djafar







V. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
(PPP)
1. H. Busranuddin BT, S.E
2. Fasruddin Rusli, S.E
3. Abd. Wahid, S.Sos





1Sumber. Hasil Dokumentasi Sekertariat DPRD Kota Makassar.
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5. H. Sampara Sarip, S.H Bendahara
VI. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat
(HANURA)
1. Drs. H. M. Yunus HJ, M.Si
2. Mustagfir Sabry, S.Ag., M.Si
3. Shinta Mashita Molina, A. Md
4. H. Jufri, S.Sos






VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS)
1. Irwan, S.T
2. H. Muhammad Iqbal, L.C
3. Yeni Rahman, S.Si
4. Hj. Haslinda, S.Sos., M.Si






VIII. Fraksi Partai Demokrat Indonesia
Perjuangan (PDIP)
1. Andi Vivi Sukmasari, S.E, S.T
2. Mesakh Raymond Rantepadang, S.H
3. William





IX. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
1. H. Zaenal DG. Betta, S.Sos., M.Si
2. H. Sangkala Saddiko, S.H
3. Hamzah Hamid, S.Sos., M.M






Selain Fraksi, DPRD mempunyai alat kelengkapan. Berdasarkan
Keputusan DPRD Kota Makassar Nomor: 19/DPRD/XII/2014 tentang Peraturan
Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Pasal 39, kelengkapan
DPRD terdiri atas:
1. Pimpinan DPRD
(a) Pimpinan DPRD Kota Makassar adalah alat kelengkapan DPRD dan
merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
(b) Pimpinan DPRD Kota Makassar terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga)
orang wakil Ketua.
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(c) Pimpinan DPRD Kota Makassar berasal dari partai politik berdasarkan urutan
perolehan kursi terbanyak di DPRD
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Makassar Nomor: 19/DPRD/XII/2014 tentang Peraturan Tata Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Makassar Pasal 40 ayat (1) Pimpinan DPRD mempunyai
tugas:
a. Memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil
keputusan
b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja
antara ketua dan wakil ketua
c. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda
dan materi kegiatan dari alat kelengkapan
d. Menjadi juru bicara DPRD
e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi vertikal
lainnya
f. Mengadakan konsultasi dengan walikota dan pimpinan lembaga/ instansi
vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
g. Mewakili DPRD ke Pengadilan
h. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau
rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
i. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang
pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna, dan
j. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
DPRD yang khusus diadakan untuk itu.2
2. Badan Legislasi Daerah
Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Badan Legislasi Daerah
bertugas:
2Lihat hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor:
19/DPRD/XII/2014 tentang Peraturan Tata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
Pasal 40 ayat (1). Sumber dokumentasi sekertariat DPRD Kota Makassar.
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a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan
dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap
tahun anggaran di lingkungan DPRD
b. Kordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan
Pemerintah Daerah
c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasar program
prioritas yang telah ditetapkan
d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau
gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut
disampaikan kepada pimpinan DPRD
e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang
diajukan oleh anggota. komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas
rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan
daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah
f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan peraturan daerah melalui kordinasi dengan
komisi dan/atau panitia khusus
g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan
daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotan DPRD baik yang
sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai
bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.3
3. Komisi
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Makassar Nomor: 19/DPRD/XII/2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Pasal 44, Komisi merupakan alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa
jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD,
wajib menjadi anggota salah satu Komisi. DPRD Kota Makassar membentuk
empat Komisi dengan jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama
Penempatan anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-
3Lihat hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor:
19/DPRD/XII/2014 tentang Peraturan Tata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
Sumber dokumentasi sekertariat DPRD Kota Makassar.
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komisi didasarkan atas usul fraksinya. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi
dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna. Masa
penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan
dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran. Apabila
ada Anggota DPRD antar waktu maka akan menduduki tempat anggota Komisi
yang digantikannya. Dan masa tugas komisi ditetapkan paling lama dua setengah
tahun.
Adapun Komisi mempunyai tugas seperti yang diatur dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor: 19//DPRD/XII/2014
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
Pasal 45 ayat (1) yaitu:
(a) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan
ketentuan perundangan-undangan;
(b) Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan
Rancangan Keputusan DPRD;
(c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
(perda) dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
(d) Membantu Pimpinan DPRD  untuk mengupayakan penyelesaian
masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat
kepada DPRD;
(e) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi
masyarakat;
(f) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
(g) Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas
persetujuan Pimpinan DPRD;
(h) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
(i) Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang
lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;4
(j) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil
pelaksanaan tugas Komisi.
4Lihat hasil kepetusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor:
19//DPRD/XII/2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Makassar Pasal 45 ayat (1). Sumber dokumentasi sekertariat DPRD Kota Makassar.
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Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Makassar Nomor: 19/DPRD/XII/2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Pasal 46 ayat (1) dan (2), ada
Pembidangan Komisi dan Pembidangan masing-masing komisi meliputi:
1) Komisi A: Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi Hukum,
Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Pengawasan dan Pemeriksaan,
Kependudukan, Humas/Informasi dan Komunikasi, Kepegawaian,
Perizinan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengolahan Data Elektronik,
Sosial Politik, Organisasi Masyarakat dan Pertanahan.
Mitra Kerja Komisi A meliputi: Sekda, Asisten I Sekda, Bagian
Hukum, Bagian Pemerintahan, Camat, Lurah dan Lurah/Desa, Bagian
Organisasi, Bawaspada, Badan Kepegawaian Daerah, Humas Informasi
dan Telekomunikasi, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengolahan Data
Elektronik, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesbanglinmas, Arsip dan
Perpustakaan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, POLRI, Kejaksaan
Negeri Makassar, Kependudukan Keluarga Berencana, Catatan Sipil dan
Sekretariat DPRD.
2) Komisi B: Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi Perekonomian,
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Pertanian, Peternakan, Kehutanan,
Perkebunan, Pengadaan Pangan, Logistik, Keuangan Daerah, Perpajakan,
Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia
Usaha, Penanaman Modal dan Pinjaman Lunak.
48
Mitra Kerja Komisi B meliputi : Sekda, Asisten II Sekda, Asisten
III Sekda, Bagian Perekonomian, Bagian Perlengkapan, Bagian Umum,
Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah,
Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Penanaman Modal, PT. Bank BPD Jateng, Perusda dan BUMN, Badan
Pusat Statistik.
3) Komisi C: Bidang Pembangunan meliputi Pekerjaan Umum, Tata Kota,
Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pariwisata, Pertambangan dan
Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.
Mitra Kerja Komisi C meliputi : Sekda, Asisten II Sekda, Bagian
Administrasi Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dinas Lingkungan Hidup.
4) Komisi D: Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : Ketenagakerjaan,
Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga,
Agama, Kebudayaan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita
dan Transmigrasi.
Mitra Kerja Komisi D meliputi : Sekda, Asisten II Sekda, Bagian
Bina Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit Umum Daerah,
Kantor Kesejahteraan Sosial, Kantor Departemen Agama Kota.
Tabel. 2.2
Jumlah Pembagian Anggota Komisi DPRD Kota Makassar
No Nama Komisi Banyaknya Anggota DPRDLaki-laki Perempuan Jumlah
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1. Komisi A 11 1 12
2. Komisi B 9 2 11
3. Komisi C 11 1 12
4. Komisi D 9 3 12










2. BK DPRD Kota Makassar
Adapun mengenai BK DPRD, Berdasarkan DPRD Nomor:
170/17/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Makassar Pasal
47, disebutkan bahwa BK merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap
yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Anggota BK dipilih dari
dan oleh anggota DPRD, karena anggota DPRD Kota makassar beranggotakan 50
(lima Puluh) orang, maka anggota BK berjumlah 5 (lima) orang. Pimpinan BK
terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh
anggota Badan Kehormatan. Anggota BK ditetapkan dalam Rapat Paripurna
DPRD berdasarkan usul masing-masing Fraksi. Apabila ada Anggota DPRD
pengganti antar waktu maka akan menduduki tempat anggota BK yang
digantikan. Masa tugas anggota BK paling lama dua setengah tahun. Dan dalam
melaksanakan tugas BK dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional
dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
B. Realisasi dari Pelaksanaan Wewenang BK tentang Kode Etik DPRD Kota
Makassar
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Realisasi dari pelaksanaan wewenang BK dalam menegakkan kode etik
menjadi persyaratan utama untuk menjaga harkat dan martabat lembaga DPRD
kota Makassar, terkait dengan hal tersebut maka BK berkewajiban untuk
memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral kode etik
dan peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra
dan kredibilitas DPRD. Terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota
DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD, BK selalu melakukan
penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota
DPRD dan masyarakat, melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan,
verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam poin (3) kepada rapat
paripurna DPRD, dalam melaksanakan tugasnya BK dapat meminta bantuan dari
ahli independen.
Realisasi dari pelaksanaan wewenanng BK dalam menegakkan kode etik
dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota BK harus berdasarkan
keputusan DPRD kota Makassar Nomor: 19/DPRD/XII/2014 tentang peraturan
tata tertib yang menyebutkan bahwa BK mempunyai wewenang yaitu sebagai
berikut:
1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau
pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan
2. Meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait,
termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode
etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.5
5Lihat hasil keputusan DPRD kota Makassar Nomor: 19/DPRD/XII/2014 tentang
peraturan tata tertib DPRD kota Makassar pasal 48 A.
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Keputusan DPRD kota Makassar Nomor: 19/DPRD/XII/2014 tentang
peraturan tata tertib DPRD telah menjadi acuan anggota BK dalam menegakkan
kode etik di kantor DPRD kota Makassar dan hal tersebut sudah dilaksanakan
oleh anggota DPRD kota Makassar.
Pernyataan tersebut di atas berdasarkan hasil wawancara dengan bapak
H. M. Yunus Hj, sebagai anggota BK yang telah memberikan pernyataan bahwa ;
Sepenuhnya kami sebagai anggota BK memiliki wewenang sesuai dengan
aturan tata tertib yang berlaku di DPRD tergantung melihat tingkatan
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD dan kami dari BK telah
memproses setiap anggota DPRD sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota DPRD.6
Tugas dan kewenangan BK sudah direalisasikan oleh anggota DPRD
kota Makassar dengan memproses setiap pelanggaran yang dilakukan oleh
anggota DPRD kota Makassar. Dan BK menjalankan tugasnya dengan tujuan
utama menjaga citra DPRD sebagai sebuah lembaga yang terhormat dari ulah
oknum anggota DPRD yang tidak beretika. BK ada untuk mencegah masyarakat
apatis dan tidak respek terhadap DPRD, gara-gara anggota DPRD sendiri yang
tidak mampu menjaga citra sebagai lembaga terhormat. BK merealisasikan
tugasnya untuk memberi sanksi kepada anggota DPRD melakukan hal-hal yang
tidak terpuji, sehingga menimbulkan citra jelek di masyarakat.
Hasil wawancara dengan bapak Supratman sebagai anggota DPRD dari
partai Nasdem telah memberikan pernyataan BK bahwa :
Sampai saat ini telah melakukan tugas dan hal yang menjadi
kewenangannya dengan sangat baik dan memproses setiap masalah dan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD, bukti yang ada
6H. M. Yunus Hj (41 tahun), Anggota BK DPRD Kota Makassar, Wawancara, Makassar
10 September 2015.
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dan saya mengaku secara langsung bahwa beberapa minggu yang lalu saya
di beri teguran lisan oleh BK karena telah melakukan pelanggaran kode etik
yaitu memukul meja disaat rapat paripurna dan saat itu kami ada 5 orang
yang mendapat teguran lisan akibat memukul meja, walaupun kami
melakukan hal itu sebenarnya karena ada alasan yaitu ketika saya
mengancungkan tangan untuk memberikan pernyataan dalam rapat
paripurna namun belum di tunjuk oleh pimpinan rapat sehingga saya
memukul meja. Dan pada akhirnya setelah itu BK telah memberikan teguran
lisan agar hal tersebut kami tidak melakukan kembali.7
Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan wewenang BK DPRD kota
Makassar dapat memberi pembelajaran dan peringatan agar anggota DPRD tidak
melakukan hal yang melanggar kode etik. Dan untuk menegakkan peraturan tata
tertib DPRD kota Makassar maka anggota BK dituntut untuk lebih profesional
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Profesionalisme BK DPRD Kota Makassar dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya sebagai bentuk dari kemampuan BK DPRD kota Makassar
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif serta mampu merespon
setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD kota Makassar  termasuk
perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan menciptakan inovasi-
inovasi baru guna mengurangi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota
DPRD kota Makassar sehingga anggota DPRD kota Makassar dapat bekerja
dengan lebih baik. Pada intinya adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan
wewenangnya secara baik dan benar dalam menegakkan peraturan tata tertib
DPRD kota Makassar yang harus ditekuninya sedemikian rupa dalam kurun
waktu tertentu yang relatif lama sehingga hasil kerjanya bernilai tinggi dan diakui
serta diterima masyarakat. Professional merupakan kemampuan, keahlian atau
7Supratman (38 tahun) Anggota DPRD Kota Makassar, Wawancara, Makassar 10
September 2015.
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keterampilan yang dimiliki oleh alat kelengkapan BK DPRD kota Makassar
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka dari itu sudah sepatutnya BK
DPRD ditunjang oleh kompetensi dan keahlian yang sesuai beserta kecermatan
dalam melakukan analisis terhadap penegakkan peraturan tata tertib DPRD kota
Makassar.
Pengakomodasian kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan maka
diperlukan BK DPRD kota Makassar dapat mewakili konstituennya sebagai alat
kelengkapan DPRD sehingga mengurangi pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh anggota DPRD kota Makassar. BK mempunyai sejumlah tugas dan
wewenang yang harus dilakukan untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota
DPRD kota Makassar.
Kemampuan melakukan evaluasi hasil dari menegakkan peraturan tata
tertib DPRD kota Makassar dalam hal ini BK DPRD kota Makassar mampu
melakukan evaluasi dan membuat deskripsi pelaporan secara akurat dan
informatif. Sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD kota
Makassar dapat diketahui oleh masyrakat. Oleh karena itu BK DPRD kota
Makassar dituntut mampu membuat penyajian data dan informasi yang efektif dan
efisien dalam menegakkan peraturan tata tertib DPRD kota Makassar.
Salah satu hal pokok yang harus diterapkan BK DPRD kota Makassar
dalam penegakkan peraturan tata tertib DPRD kota Makassar adalah
profesionalisme dalam bekerja serta akurasi dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya. Maka dari itu profesionalisme BK serta akurasi harus diterapkan
karena telah menjadi kewajiban demi kesuksesan menegakkan peraturan tata tertib
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DPRD kota Makassar serta tercapainya penegakan peraturan tata tertib DPRD
kota Makassar.
Menurut bapak H. Agung Wirawan selaku ketua BK DPRD kota
Makassar mengungkapkan bahwa :
Profesionalisme serta akurasi BK DPRD kota Makassar dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya sudah menjadi kewajiban karena tanpa
profesionalisme, BK DPRD kota Makassar maka penegakan peraturan tata
tertib DPRD kota Makassar akan sangat susah mencapai hasil yang
maksimal.8
Pernyataan ketua BK DPRD kota Makassar di atas hampir sama dengan
hasil wawancara dari salah satu anggota BK DPRD kota Makassar atas nama H.
Sangkala Saddiko yang memberikan pernyataan bahwa :
Untuk menegakkan peraturan tata tertib DPRD kota Makassar, maka BK
harus profesional dalam melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Dan
sampai saat ini profesionalime kerja yang diperlihatkan dari BK DPRD kota
Makassar lumayan memuaskan walaupun tetap masih perlu ditingkatkan.9
Dalam ketentuan yang ditetapkan, BK diwajibkan professional.
Propesionalisme BK DPRD kota Makassar dalam menegakkan peraturan tata
tertib DPRD kota Makassar, dan melakukan tugas dan kewajibannya sesuai
dengan wewenangnya.
Berikut hasil wawancara dengan bapak H. M. Yunus Hj, sebagai anggota
BK yang telah memberikan pernyataan bahwa :
Kami memiliki wewenang untuk memperoses setiap pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh anggota DPRD kota Makassar, akan tetapi perlu
diketahui bahwa kami memiliki batasan wewenang, misalnya ketika anggota
DPRD melakukan tindak pidana maka kami serahkan ke polisi untuk
8Agung Wirawan (50 tahun), Ketua BK DPRD Kota Makassar, Wawancara, Makassar 22
Mei 2015.
9Sangkala Saddiko (49 tahun), Anggota BK DPRD Kota Makassar, Wawancara,
Makassar 25 Mei 2015.
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memprosesnya dan membuktikan tuduhan yang dilakukan oleh anggota
DPRD, kalau memang tidak terbukti kami tidak melakukan penyuratan
kepartai untuk dilakukan PAW (pergantian antar waktu) kepada partai
anggota DPRD yang bersangkutan.10
Hasil wawancara diatas didukung dengan pernyataan oleh bapak H. Abd.
Wahab Tahir, bahwa :
Pernah ada salah satu anggota DPRD kota Makassar yang menjadi tersangka
korupsi dana bantuan social, namun kami serahkan hal itu kepada polisi
untuk memprosesnya. Dan kami dari pihak BK tidak menyurati kepada
partainya karena hal itu dilakukan oleh anggota DPRD tersebut sebelum dia
menjadi anggota DPRD dan hasilnya pun tidak terbukti kalau anggota
DPRD tersebuk melakukan korupsi dana bantuan sosial.11
BK dalam menjalankan wewenangnya terkait menegakkan peraturan tata
tertib bagi anggota DPRD telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku di
DPRD sebagaimana putusan Nomor; 19/DPRD/XII/2014 tentang peraturan tata
tertib DPRD kota Makassar.
Bentuk pertanggungjawaban BK sebagai alat kelengkapan DPRD yang
bertugas untuk menjaga nama dan citra baik DPRD kota Makassar di mata
masyarakat dan harus mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap
anggota DPRD maka BK harus tegas dalam menjalankan tugas, fungsi dan
kewenangannya.
Dalam wawancara dengan bapak Hamzah Hamid, yang telah dilakukan
oleh peneliti ia menjelaskan bahwa :
10H. M. Yunus Hj (41 tahun), Anggota BK DPRD Kota Makassar, Wawancara, Makassar
10 September 2015.
11H. Abd. Wahab Tahir (43 tahun) Anggota DPRD Kota Makassar, Wawancara,
Makassar 07 September 2015.
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BK dalam menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang ada di
DPRD dan BK sangat bertanggungjawab dalam menjalankan amanahnya
sebagai penegak peraturan tata tertib di DPRD kota Makassar.12
Pernyataan dari bapak Hamzah Hamid, didukung dengan pernyataan
bapak Supratman yang mengungkapkan bahwa :
Semua pihak tidak perlu kawatir terhadap realisasi dari pelaksanaan
wewenang BK tentang kode etik DPRD kota Makassar karena BK sudah
menjalankan tugasnya dengan baik tanpa memandang siapa yang bersalah.
Kalau ada pihak yang berpikir bahwa BK tak mampu bekerja dengan baik
karena BK berasal dari anggota DPRD maka hal itu salah, BK yang
mengawasi anggota DPRD tidak ada bedanya PM yang mengawasi polisi.
Jadi kinerja BK sampai saat ini sangat baik tanpa membeda-bedakan.
Intinya bagi anggota DPRD yang melanggar kode etik pasti akan di proses
sesuai dengan tingkatan dan jenis pelanggaran yang dilakukan.13
Terdapat tugas dan tanggungjawab beserta wewenang yang dimiliki oleh
anggota BK dibidang penegakan aturan yang berlaku di DPRD kota Makassar.
Komitmen dalam menegakkan peraturan tata tertib di DPRD kota Makassar
merupakan keharusan yang dimiliki BK sebagai alat kelengakapan DPRD yang
harus tegas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana penuturan bapak H.
Abd.Wahab Tahir, bahwa :
Kami telah memproses setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
anggota DPRD, termasuk pelanggaran yang pernah terjadi ketika ada
anggota DPRD yang pernah memukul meja disaat rapat berlangsung hal
tersebut kami proses dan memberi teguran lisan, ada anggota DPRD yang
tidak hadir di saat paripurna tanpa ada keterangan apapun, ada anggota
DPRD yang tidak melengkapi seragam DPRD misalnya pin yang wajib
dikenakan anggota DPRD, hal itu kami semua berikan teguran lisan agar
sekiranya tidak terulang kembali.14
12Hamzah Hamid (46 tahun), Anggota BK DPRD Kota Makassar, Wawancara, Makassar
14 September 2015.
13Supratman (38 tahun), Anggota BK DPRD Kota Makassar, Wawancara, Makassar 10
September 2015.
14H. Abd. Wahab Tahir (43 tahun), Anggota DPRD Kota Makassar, Wawancara,
Makassar 07 September 2015.
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Pelanggaran kode etik telah diproses sesuai dengan tingkatan
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD, dan ditindaki oleh anggota BK.
Dan tindakan yang dilakukan BK dalam menegakkan kode etik ada tiga bentuk
teguran yang dilakukan oleh anggota BK yaitu sebagai berikut;
a. Teguran lisan; teguran lisan merupakan teguran yang diberikan kepada
anggota DPRD yang melakukan pelanggaran ringan. Contoh pelanggaran
yang mendapat teguran lisan yaitu; ada anggota DPRD yang salah memakai
memakai seragan, kapan pakai PSR, PSH atau pakaian-pakaian lainya,
seragamnya tidak dilengkapi atribut DPRD seperti pin, tidak hadir dalam rapat
paripurna 1 sampai 2 kali tanpa ada keterangan, memukul meja di saat rapat.
b. Teguran tertulis; teguran tertulis merupakan teguran yang diberikan kepada
anggota DPRD yang melakukan pelanggaran sedang. Contoh pelanggaran
yang mendapat teguran tertulis yaitu; melakukan pelanggaran sudah mencapai
3 kali seperti tidak hadir dalam rapat paripurna 3 kali tanpa ada keterangan
c. Teguran tindakan; teguran tindakan merupakan teguran yang diberikan kepada
anggota DPRD yang melakukan pelanggaran berat dan BK akan menyurati
partai anggota DPRD yang melakukan pelanggaran untuk dilakukan PAW
(pergantian antar waktu). Contoh pelanggaran yang mendapat teguran tertulis
yaitu; anggota DPRD yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan
anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna 6 (enam) kali secara
berturut-turut.
C. Wujud Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik
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BK dibentuk dengan tujuan utama menjaga citra DPRD sebagai sebuah
lembaga yang terhormat dari ulah oknum anggota DPRD yang tidak beretika. BK
ada untuk mencegah masyarakat apatis dan tidak respek terhadap DPRD, gara-
gara anggota DPRD sendiri yang tidak mampu menjaga citra sebagai lembaga
terhormat. Pada periode-periode sebelum BK dibentuk, oknum anggota DPRD
melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sehingga menimbulkan citra jelek di
masyarakat. Kemudian dengan dibentuknya BK, sehingga secara internal ada
yang mengawasi dan setiap pelanggaran dapat diselesaikan sesuai dengan
peraturan tata tertib untuk menegakkan kode etik yang berlaku di kantor DPRD
kota Makassar.
1. Mekanisme Pengaduan/Pelaporan Pelanggaran Kode Etik DPRD
Kota Makassar
Adapun mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran kode etik DPRD
kota Makassar sebagai berikut:
a. Pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara
tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan
tembusan BK
b. Pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan
apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas
c. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada BK untuk
ditindaklanjuti
d. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/pelaporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh pimpinan DPRD,
BK dapat menindaklanjuti.15
15Lihat hasil keputusan DPRD Nomor: 19/DPRD/XII/2014 tentang peraturan tata tertib
DPRD kota Makassar pasal 48 B ayat (1).
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Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran kode etik DPRD kota
Makassar berdasarkan pada keputusan DPRD nomor: 19/DPRD/XII/2014
merupakan tahap yang terstruktur yang harus dilakukan oleh anggota BK.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. M. Yunus Hj, sebagai
anggota BK memberikan pernyataan bahwa kami bekerja harus sesuai dengan
aturan yang berlaku di DPRD. Terkait sistem pelaporan, maka laporan harus
ditujukan kepada pimpinan DPRD bukan langsung BK, setelah itu pimpinan yang
disposisi ke BK lalu BK berhak untuk memanggil yang bersangkutan, dan BK
memanggil harus menyurat kepada pimpinan lalu pimpinan memanggil yang
bersangkutan.16
Dari hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa BK DPRD Kota
Makassar dapat memberikan pertanggungjawaban dengan baik dan menjalankan
mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran kode etik DPRD kota Makassar
berdasarkan pada keputusan DPRD Nomor:19/DPRD/XII/2014 tentang peraturan
tata tertib DPRD kota Makassar pasal 48 B ayat (1).
2. Pelaksanaan Penelitian dan Pemeriksaan Pengaduan/Pelaporan Kode
Etik DPRD Kota Makassar
Mengenai penelitian dan pemeriksaan pengaduan/pelaporan pelanggaran
kode etik dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur pada keputusan DPRD kota
Makassar yaitu sebagai berikut:
16H. M. Yunus Hj (41 tahun), Anggota BK DPRD Kota Makassar, Wawancara, Makassar
10 September 2015.
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a. BK melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan melalui
permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, sanksi dan/atau yang
bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain
b. BK membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai
berita acara penelitian dan pemeriksaan
c. BK menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada
pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam rapat paripurna DPRD
d. Rapat paripurna DPRD dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
setelah kesimpulan diterima oleh pimpinan DPRD
e. Rapat paripurna DPRD dapat menyetujui atau menolak kesimpulan BK
f. Apabila rapat paripurna DPRD menolak kesimpulan BK dan menyatakan yang
bersangkutan tidak bersalah DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik
yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan,
pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.17
Terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan
pengaduan/pelaporan kode etik DPRD kota Makassar berikut hasil wawancara
yang dilakukan dengan bapak Mustafa Alwi selaku wakil ketua BK menerangkan
bahwa selama saya menjabat menjadi wakil BK ± 1 tahun belum ada pelanggaran
yang secara serius yang terjadi di DPRD kota Makassar jadi kami belum pernah
melakukan pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan pengaduan karena belum ada
juga laporan yang masuk terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD,
dan apabila hal itu terjadi maka kami pasti mengacu pada aturan tata tertib terkait
pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan pelaporan.18
Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, berdasarkan
pada keputusan DPRD kota Makassar nomor: 19/DPRD/XII/2014 tentang
peraturan tata tertib DPRD kota Makassar pasal 103 ayat (1) anggota DPRD harus
menaati kode etik DPRD. Kode etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku
17Lihat hasil keputusan DPRD kota Makassar nomor: 19/DPRD/XII/2014 tentang
peraturan tata tertib DPRD kota Makassar pasal 48 B ayat (2)
18Mustafa Alwi (45 tahun), Wakil Ketua BK DPRD Kota Makassar, Wawancara,
Makassar 22 Mei 2015.
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sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik
meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik
atau filosopis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan
antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD
dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut
dilakukan oleh anggota DPRD. Adapun tentang peraturan kode etik DPRD kota
Makassar telah diatur dalam keputusan DPRD kota Makassar nomor:
19/DPRD/XII/2014.
Semua anggota DPRD diharapkan dalam melaksanakan tugas,
wewenang dan kewajiban, maka penulis didasarkan dan mengacu pada kode etik
DPRD, sehingga tujuan dari dibentuknya kode etik dapat tercapai seperti yang
tercantum dalam keputusan DPRD kota Makassar nomor:19/DPRD/XII/2014
tentang peraturan kode etik DPRD kota Makassar pasal 2 yaitu terjaganya
martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu
anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta
dapat mempertanggungjawabkannya kepada pemilih, masyarakat dan negara.
Apabila ada anggota DPRD yang tidak patuh atau melakukan
pelanggaran terhadap kode etik DPRD maka tindakan pertama yang dilakukan BK
adalah melakukan pendekatan persuasif yaitu dengan mengingatkan anggota
DPRD yang melakukan pelanggaran. Apabila anggota DPRD tidak
mengindahkan, maka BK akan melayangkan teguran melalui fraksi. Apabila
dengan teguran juga tidak digubris, maka BK akan memproses dan memberi
sanksi sesuai dengan peraturan yang ada di DPRD kota Makassar. Dalam
62
melaksanakan tugasnya, masing-masing anggota BK sudah berkomitmen tidak
akan melindungi rekan-rekannya di fraksi yang telah melakukan pelanggaran,
karena akan memalukan fraksi yang anggotanya melakukan pelanggaran terhadap
kode etik DPRD.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BK bekerja secara
normatif/sesuai dengan tata peraturan yang berlaku di DPRD kota Makassar yaitu
sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kota Makassar. Dengan kata lain
apabila ada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik
DPRD, maka BK menunggu adanya pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan
anggota DPRD baik dari pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih. Setelah
ada pengaduan, maka BK akan meneliti dan memeriksa pengaduan tersebut.
Selanjutnya BK membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dan
menyampaikannya kepada Pimpinan DPRD. Dan pada tahap akhir, BK
merekomendasikan memberi sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang
dilaporkan.
Karena BK bekerja secara normatif. Jadi bisa dikatakan kinerja BK akan
baik jika ada dukungan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
Seharusnya masyarakat tidak harus takut apabila mau melaporkan anggota DPRD
yang melakukan pelanggaran karena dalam keputusan DPRD kota Makassar
nomor:19/DPRD/XII/2014 tentang peraturan tata tertib DPRD kota Makassar
pasal 48 B ayat (3) pimpinan DPRD dan/atau BK menjamin kerahasiaan pelapor.
Pada prinsipnya, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik
maka BK bisa langsung mengingatkan, karena BK fungsinya untuk itu.
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kewenangan BK bisa sampai merekomendasikan pengberhentian anggota DPRD
yang melakukan pelanggaran, tetapi eksekusinya tetap pada pimpinan DPRD. BK
lebih mengharapkan kedewasaan teman-teman anggota DPRD untuk menyadari
kedudukannya, daripada beraksi untuk mengingatkan anggota DPRD yang
melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, tindakan pencegahan (preventif) lebih
baik daripada mengobati (memproses anggota DPRD yang melakukan
pelanggaran terhadap kode etik).
3. Penerapan Sanksi Terhadap Anggota DPRD yang Melanggar Kode
Etik DPRD
Dalam hal proses eksekusi terhadap adanya pelanggaran terhadap kode
etik atau tidak maka berdasarkan keputusan DPRD kota Makassar nomor:
19/DPRD/XII/2014 tentang peraturan tata tertib DPRD kota Makassar pasal 48 C,
DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan
setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari BK. Sanksi yang diberikan
dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan
sebagai anggota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Sanksi berupa
teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada
anggota yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan fraksi dan
pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis. Sedangkan sanksi
pemberhentian sebagai anggota DPRD, diproses sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Adapun pelanggaran-pelanggaran yang telah dilanggar yaitu:
Tabel 2.3
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NO. PELANGGARAN KETERANGAN SANKSI
1 Ada anggota DPRD yang pernah
memukul meja di saat rapat
berlangsung
Diproses Teguran lisan
2 Ada anggota DPRD yang tidak
hadir disaat rapat paripurna tanpa
ada keterangan apapun
Diproses Teguran lisan
3 Ada anggota DPRD yang tidak
melengkapi seragam DPRD
misalnya pin yang wajib
dikenakan anggota DPRD
Diproses Teguran lisan
4 Ada anggota DPRD yang keluar
daerah dalam melaksanakan tugas
tanpa ada izin dari pimpinan
Diproses Teguran lisan
Pelanggaran-pelanggaran diatas BK telah memprosesnya sesuai dengan
mekanisme yang telah diatur dalam peraturan tata tertib DPRD kota Makassar
yaitu BK meneliti dan memeriksa pelanggaran, menyampaikan pertimbangan
hasil pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis
terhadap anggota DPRD yang dilaporkan. Dan eksekusi terhadap sanksi ada pada
pimpinan DPRD.
Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti peroleh dari DPRD
peneliti jelaskan bahwa pelaksanaan fungsi BK dalam menegakkan peraturan tata
tertib DPRD kota Makassar sudah berjalan dan mengikuti norma-norma atau
rambu-rambu yang berlaku di DPRD kota Makassar yaitu dengan berdasarkan
peraturan tata tertib DPRD kota Makassar. Walaupun BK dalam kinerjanya sudah






1. Realisasi dari pelaksanaan wewenang BK dalam menegakkan kode etik
berdasarkan keputusan DPRD kota Makassar nomor:19/DPRD/XII/2014
tentang peraturan tata tertib DPRD kota Makassar sudah berjalan sesuai
peraturan tata tertib DPRD kota Makassar. Hal ini dapat dibuktikan
dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilanggar oleh
anggota DPRD kota makassar, yaitu: a) Anggota DPRD yang secara fisik
tidak hadir tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat sejenis yang
bisa dipantau dengan melihat presensi. Maka BK memprosesnya dengan
teguran lisan, dan memberi sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran
yang dilakukan oleh anggota DPRD kota Makassar. Dan ada pula anggota
DPRD yang salah memakai seragam, seperti memakai PSR, PSH atau
pakaian-pakaian lainnya tidak sesuai dengan ketentuan. Mengenai
pelanggaran ini diberikan teguran lisan karena masih termasuk
pelanggaran ringan.
Pelanggaran-pelanggaran di atas telah diproses sesuai dengan
mekanisme-mekanisme atau prosedur yang telah diatur dalam peraturan
tata tertib DPRD kota Makassar. BK meneliti dan memeriksa pelanggaran,
serta menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan dan
merekomendasikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis terhadap
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anggota DPRD yang dilaporkan, setelah  ada hasil pemeriksaan maka BK
menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan DPRD kota Makassar.
2. Wujud penyelesaian pelanggaran kode etik dibuktikan dengan
kesanggupan BK DPRD kota Makassar memberikan pertanggungjawaban
dengan baik dan menjalankan mekanisme pengaduan/pelaporan
pelanggaran dan kode etik DPRD kota Makassar berdasarkan pada
keputusan DPRD nomor:19/DPRD/XII/2014 tentang peraturan tata tertib
DPRD kota makassar pasal 48 B ayat (1). Sebagaimana peraturan yang
berlaku di kantor DPRD kota Makassar ± 1 tahun belum ada pelanggaran
yang secara serius yang terjadi di DPRD Kota Makassar, jadi BK belum
pernah melakukan pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan pengaduan
karena belum ada juga laporan yang masuk terkait pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota DPRD.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dikemukakan saran
sebagai berikut:
1. BK DPRD kota Makassar agar tetap lebih disiplin dalam merealisasikan
pelaksanaan wewenang BK dalam menegakkan kode etik untuk menjaga
harkat dan martabat lembaga DPRD kota Makassar.
2. Anggota DPRD kota Makassar yang menjabat dan BK beserta alat
kelengkapan DPRD kota Makassar agar selalu taat pada aturaan yang
berlaku di DPRD kota Makassar.
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3. Mengadakan penyuluhan, pembinaan, dialog atau seminar tentang kinerja
DPRD kota Makassar kepada masyarakat secara berkesinambungan,
sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam mendukung kinerja
DPRD.
4. Pihak masyarakat agar kiranya meningkatkan kesadaran mengenai
pentingnya melapor ketika mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh
anggota DPRD kota Makassar.
ix
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Daftar Wawancara
1. Sebagai anggota Badan Kehormatan, bagaimana bapak menilai kinerja
anggota DPRD Makassar?
2. Bagaimana realisasi dari Badan Kehormatan terhadap pelanggaran kode
etik DPRD kota Makassar?
3. Bagaimana wujud penyelesaian Badan Kehormatan terhadap pelanggaran
kode etik DPRD kota Makassar?
4. Apa apa saja hak dan wewenang anggota Badan Kehormatan DPRD kota
Makassar?
5. Badan Kehormatan juga termasuk anggota DPRD, apakah hal seperti ini
dapat menjamin nama baik anggota DPRD kota Makassar?
6. Dari berbagai media sosial, bahwasannya anggota DPRD kota Makassar
ketika rapat terkadang melakukan gerakan-gerakan tambahan seperti
melakukan pemukulan meja. Bagaimana bapak menyikapi hal tersebut?
7. Apakah Badan Kehormatan memiliki wewenang melakukan pemecatan
terhadap anggota DPRD yang melakukan pelannggaran  berat?
8. Mengapa absen rapat anggota DPRD tidak bisa diberikan kepada umum?
9. Jikalau ada faktor faktor apa saja yang membuat anggota DPRD biasa
tidak hadir dalam rapat?
xi
RIWAYAT HIDUP
AMBO LABA, Lahir pada tanggal 05 Februari 1992 di
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Merupakan anak ke-5 dari
5 bersaudara, dari pasangan Bapak Ambo Dai dan Ibu Taha.
Jenjang pendidikan ditempuh mulai SD 149 Penrang tamat
pada tahun 2004, dilanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1
Majauleng tamat pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke
tingkat sekolah menengah atas di SMA 1 Majauleng tamat tahun 2010. Kemudian
melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu
Hukum selesai pada tahun 2016.
